
 
 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR  23 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta 

kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan perkembangan 

yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan, 

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2021; 

  b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 

berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Tanah  Bumbu Tahun 2021 dan untuk menjaga 

konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya 

perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 4700); 

6.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 

7.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112); 

8.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014               

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5495); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 



Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017     Nomor 206); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 73); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 97); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  tentang  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan  

Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 1114); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2020); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                       

Nomor 1781); 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun                  

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2011 Nomor 16); 



34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberpakali diubah 

terakahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017–2037 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3); 

36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-

Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2017 Nomor 19); 

37. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);  

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU                

TAHUN 2021. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 



4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Tanah Bumbu. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah 

dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 

tahunan daerah. 

8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan 

pemerintah daerah. 

10. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang 

selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana 

penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan 

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

 

BAB II 

 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 
 

Pasal 2 

(1) Maksud Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah landasan dan 

pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan Tahun 2021 yang memuat arah 

kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, 

program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka 

pendanaannya; 

(2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah: 



a. sebagai pedoman dalam Menyusun perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan 

APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2021; 

b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan 

Renja Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021; 

c. sebagai alat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 3 

 

Perubahan RKPD Tahun 2021 meliputi pergeseran kegiatan 

antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penghapusan 

kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau 

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan 

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 

 

Bagian Ketiga 

Sistematika 

 
Pasal 4 

 

(1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten                 

Tanah Bumbu Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 

2021 

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerh 

BAB V  : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

BAB VI  : Penutup 

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 5 

(1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah 

Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan 



RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 dan belum 

tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2021, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021; 

(2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah 

Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya 

Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Tahun 2021 ditetapkan 

sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2021. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupetan Tanah Bumbu. 

 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 22 Juli 2021         

BUPATI TANAH BUMBU 

 

Ttd 

 

H. M. ZAIRULLAH AZHAR 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 22 Juli 2021                     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,  

 

 Ttd 

  

H. AMBO SAKKA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 23 

 

  


